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Pengelolaan perikanan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat nelayan telah menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan di Pantai
Timur Sumatra Utara. Hal ini telah mengakibatkan penurunan potensi beberapa jenis ikan, yang pada gilirannya
mempengaruhi pendapatan nelayan. Tingkat pendapatan yang rendah berdampak pada kesejahteraan, pendidikan,
keterampilan, dan akses nelayan terhadap teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
bagaimana kondisi sosial dan ekonomi nelayan melalui metode pendekatan ekosistem dan memberikan
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isckp.v19i2.14498 rekomendasi peningkatan pengelolaan perikanan di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Penelitian

ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder
yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan
EAFM untuk menganalisis aspek sosial maupun ekonomi. Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa indikasi,
antara lain terdapatnya penurunan jumlah nelayan dan produksi perikanan tangkap di tiga lokasi penelitian
tersebut. Nilai komposit domain sosial berada dapat dikategorikan dalam kelompok sedang dan domain ekonomi
dikategorikan dalam kelompok baik. Namun demikian, dari kedua domain tersebut, terdapat dua indikator,
yakni konflik perikanan dan pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang menjadi indikator dengan kategori
kurang. Frekuensi terjadinya konflik perikanan cenderung cukup tinggi, yakni lebih dari lima kali dalam setahun.

Sementara itu, dari indikator pendapatan RTP, pendapatan bulanan nelayan masih di bawah UMR. Peningkatan
pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi frekuensi konflik perikanan.
Sementara itu, peningkatan pendapatan RTP dapat dilakukan dengan mendorong mata pencaharian alternatif
bagi nelayan, pelatihan ketrampilan penangkapan ikan dan non-penangkapan ikan serta bantuan perikanan.

Kata Kunci: ekonomi; ekosistem; nelayan; pendekatan; sosial

ABSTRACT

The implementation of fisheries management strategies aimed at enhancing the well-being of fishing communities bas led to the overexploitation of fish
resources along the East Coast of North Sumatra. This has resulted in a decline in certain fish species, which affects the income of fishers. Low-income
levels have a detrimental impact on the welfare, education, skills, and access to technology of fishers. This study is to identify the social and economic
conditions of the communitythrough ecosystem approachmethod and provide recommendations for improving fisheries management in Medan, Deli
Serdang, and Serdang. This research uses primary data obtained through interviews with relevant stakeholders and secondary data gathered from
literature reviews. The study wsed descriptive qualitative methodology and the EAFM approach to analyze social and economic aspects. From the
results of this study, several indications were obtained, including a decrease in the number of fishermen and in capture fisheries production in the three
research locations. The composite value of the social domain is classified as moderate, while the economic domain is categorized as good. However, of
the two domains, there are two indicators with deficient categories. The frequency of fishery conflicts tends to be quite high, which is more than five
times annually. Meanwhile, from the RTP income indicator, fishermen’s monthly income is still below the minimum wage. Improved monitoring and
better law enforcement are needed to reduce the frequency of fisheries conflicts. Meanwhile, increasing household income can be done by encouraging
alternative livelihoods for fishers, training in fishing and non-fishing skills and fisheries assistance.

Keywords: economy, ecosystem, fishermen, approach; social

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara kelautan
atau maritim yang sangat kaya akan keanekaragaman
hayati dan berbagai potensi sumber daya kelautan
dan perikanannya, Potensi sumber daya kelautan dan
perikanan Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan
mencapai 12 juta ton per tahun (Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2022, 2022). Hal ini menjadikan

sektor tersebut sebagai salah satu sektor yang
cukup strategis dalam mendukung pembangunan
perekonomian nasional, terutama untuk mendorong
ketersediaan  lapangan  pekerjaan,  kesetaraan
pendapatan, dan kenaikan taraf hidup masyarakat
(Retnowati, 2011). Pengelolaan sistem perikanan
memiliki tiga komponen yang saling terkait satu
sama lain, meliputi sumber daya perikanan dan
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keberadaan ekosistemnya atau disebut juga dengan
natural system; pemanfaatan sumber daya perikanan
untuk kehidupan sosial dan pemenuhan ekonomi
masyarakat (human system); serta tata kelola dan
kebijakan yang mengatur pengelolaan perikanan
(fishery governance / management system) (Charles,
2023).

Meskipun sumber daya kelautan dan perikanan
termasuk sumber daya yang bisa diperbarui, tetapi
pada praktiknya diperlukan pengelolaan yang
berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber
daya tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan
generasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan
kebutuhan  generasi mendatang.  Pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan melibatkan upaya
untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan
faktor-faktor  sosial, ekonomi, politik, dan
lingkungan dalam proses pengambilan keputusan
dan tindakan terkait perikanan. Tujuannya untuk
memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak
merusak lingkungan, melindungi mata pencaharian
nelayan, serta memastikan ketersediaan sumber daya
bagi masyarakat masa depan.

Indonesia sendiri telah membagi pengelolaan
perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) yang membentang mulai dari Selat
Malaka di barat Indonesia hingga timur Indonesia
di Laut Arafura (Adrianto et al, 2014). WPP ini
menjadi dasar tata kelola perikanan di Indonesia
sekaligus wilayah untuk menerapkan pengelolaan
perikanan yang berbasis ekosistem (Damanik et al,
2016). Pengelolaan perikanan dengan pendekatan
ekosistem bertujuan untuk memberikan manfaat
dan meningkatkan kondisi sosial maupun ekonomi
yang lebih baik, terutama bagi masyarakat tanpa
mengabaikan dinamika ekosistem yang menjadi
habitat sumber daya perikanan itu sendiri
(Adrianto et al., 2014). Interaksi antara komponen
abiotik (faktor tak hidup seperti iklim, suhu air,
ketersediaan nutrien) dan biotik (organisme hidup
seperti ikan, plankton, dan makhluk hidup lainnya)
dalam suatu ekosistem perairan sangat penting
dan memiliki dampak yang kompleks terhadap
sumber daya ikan. Sebagai contoh, perubahan
iklim dapat mempengaruhi suhu air, pola arus laut,
dan ketersediaan makanan, yang pada gilirannya
akan mempengaruhi habitat dan populasi ikan.
Jika interaksi antar komponen tersebut diabaikan
dalam pengelolaan sumber daya ikan, maka
keberlanjutan perikanan akan terancam karena tidak
memperhitungkan dampak perubahan lingkungan
terhadap ekosistem perairan dan populasi ikan yang
pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat.
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Pengelolaan perikanan melalui penerapan
pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach
Fisheries Management (EAFM) memiliki 6 (enam)
domain atau aspek indikator yang bertujuan sebagai
tolok ukur untuk pemantauan dan penilaian
terhadap pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip
pengelolaan berbasis ekosistem yang telah dilakukan
(Adrianto et al., 2014; Budiarto et al., 2015). Keenam
domain tersebut antara lain sumber daya ikan,
habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan,
serta domain ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
Penelitian sebelumnya terkait asesmen pengelolaan
perikanan berbasis ekosistem telah dilakukan
di berbagai wilayah pengelolaan perikanan dan
beberapa jenis ikan, seperti di Kepulauan Anambas
(Pregiwati et al., 2015), komoditas rajungan di Laut
Jawa (Budiarto et al., 2015); Pantai Timur Sumatra
Utara (Damanik, dkk, 2016); komoditas gurita
di Kabupaten Banggai Laut (Tarigan er al., 2020);
komoditas ikan layang di Perairan Pulau Ternate
(Arianto et al, 2022); dan komoditas cumi-cumi di
perairan Kota Medan (Harahap et al., 2023).

Pada praktiknya, pengelolaan perikanan
yang lebih menekankan pada bagaimana sumber
daya perikanan yang tersedia dapat dimanfaatkan
sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat nelayan
telah mendorong eksploitasi sumber daya ikan yang
berlebihan (Budiarto et al, 2015; Damanik et al.,
2016). Ironisnya, kondisi sumber daya perikanan
dan ekosistemnya berpengaruh terhadap pendapatan
nelayan yang pada gilirannya berdampak pada
kesejahteraan, tingkat pendidikan, keterampilan dan
kepemilikan teknologi (Negara, 2020; Pramana ez al.,
2017; Sarjulis, 2011). Dengan demikian, eksploitasi
sumber daya ikan yang berlebih (overfishing) tidak
hanya memberikan implikasi negatif bagi ekologi,
tetapi juga ekonomi nelayan dalam jangka panjang
(Latuconsina et al., 2023).

Syahrina et al. (2022) mendefinisikan nelayan
merupakan orang dengan kegiatan utamanya
mencari hasil laut untuk memenuhi nafkah pribadi
dan keluarganya, baik dengan cara menangkap ikan
atau hewan laut lainnya di dasar laut maupun di
permukaannya, sebagai pekerjaan utama sehari-hari.
Nelayan diklasifikasikan menjadi 6 (enam) jenis,
yaitu nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap
(buruh/pekerja), nelayan kecil, nelayan tradisional,
nelayan angkut atau gendong, dan perusahaan/
industri perikanan (Retnowati, 2011). Interaksi antar
rumah tangga nelayan membangun komunitas yang
saling berinteraksi dan mendukung dalam aktivitas
penangkapan ikan serta kehidupan sehari-hari.

Nelayan kecil atau tradisional umumnya
berpendidikan rendah, minim akses terhadap
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pengetahuan dan informasi, memiliki modal
yang terbatas dan menggunakan peralatan yang
sederhana sehingga rentan terhadap konflik dan
kemiskinan (Equanti & Bayuardi, 2018; Mujaddid
& Nugroho, 2021). Kondisi ini diperburuk dengan
penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran
limbah industri Click or tap here to enter text.dan
penurunan sumberdaya ikan karena overfishing
Click or tap here to enter text.sehingga berpengaruh
terhadap penghasilan nelayan (Parenrengi et al,
2020; Retnowati, 2011). Berbagai penelitian
tentang masyarakat nelayan di Indonesia (Badarudin
et al., 2021; Negara, 2020; Prihandoko e al., 2012;
Retnowati, 2011) mengidentifikasi bahwa mereka
termasuk golongan masyarakat marjinal yang
kurang diuntungkan dari segi ekonomi, sosial dan
politik. Hal ini menyebabkan nelayan berada dalam
posisi yang rentan dan kurang memiliki akses atau
pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan nelayan di Indonesia tersebar
luas di 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi
Sumatra Utara. Provinsi Sumatra Utara memiliki
2 (dua) WPP, yaitu WPP 571 di pantai timur
dan WPP 572 di pantai barat. Di Sumatra Utara,
terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang termasuk
dalam WPP 571, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli
Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten
Langkat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan,
Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu
Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu dengan
jumlah nelayan mencapai 63.294 orang. Menurut
Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nomor 19 Tahun 2022 terdapat permasalahan
penangkapan berlebih pada ikan jenis tertentu di
pantai timur Sumatra Utara yang disebabkan oleh
penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak tepat,
kurangnya pengetahuan nelayan terhadap regulasi
yang berlaku, pembatasan wilayah penangkapan
ikan, serta kekurangan sosialisasi terhadap peraturan
yang mengatur aktivitas penangkapan ikan kepada
para nelayan. Penangkapan sumber daya ikan di
pantai timur Sumatra Utara yang memiliki akses
terbuka bagi semua nelayan juga turut berkontribusi
pada terjadinya penangkapan yang berlebihan
(overfishing).

Umumnya, hasil tangkapan ikan
diperdagangkan di sentra kegiatan nelayan
seperti Pelabuhan Perikanan (PP), Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI), dan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI), meskipun mayoritas nelayan besar
seringkali memilih untuk menjual langsung kepada
perusahaan-perusahaan eksportir. Di wilayah pantai
timur Provinsi Sumatra Utara, tidak semua sentra
kegiatan nelayan aktif beroperasional. Beberapa
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sentra kegiatan nelayan yang aktif, yakni di Kota
Medan (TPI di PPS Belawan), Kabupaten Deli
Serdang (PPI/TPI Pantai Cermin dan Pantai Labu),
dan Kabupaten Serdang Bedagei (PPI/TPI Sialang
Buah dan Tj. Beringin).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terkait
kondisi sosial ekonomi nelayan di pantai timur
Sumatra Utara menjadi penting untuk dilakukan.
Tujuannya agar mengetahui dan menilai kondisi
sosial dan ekonomi nelayan di Medan, Deli Serdang,
dan Serdang Bedagai melalui pendekatan Ecosystem
Approach to Fisheries Management (EAFM). Studi
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
berharga dalam merancang kebijakan dan program
intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan
kondisi sosial ekonomi nelayan dan mengurangi
kerentanan mereka terhadap tekanan lingkungan
dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode pendekatan
ekosistem dalam pengelolaan perikanan untuk
fokus mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat nelayan Pantai Timur Sumatra Utara.
Pendekatan ekosistem adalah gagasan tentang
bagaimana  menyeimbangkan  tujuan  sosial
ekonomi dalam pengelolaan perikanan dengan
mempertimbangkan pengetahuan, informasi, dan
pertanyaan tentang bagaimana biotik, abiotik, dan
interaksi antara manusia dalam ekosistem perairan
melalui pengelolaan perikanan yang terpadu,
komprehensfifdanberkelanjutan (Bianchi& Skjoldal,
2008). Adrianto dkk. (2014),mengemukakan bahwa
pendekatan komprehensif ini dapat digunakan
untuk memperbaiki kondisi pengelolaan perikanan
di Indonesia melalui identifikasi keragaan yang
terbagi menjadi 6 (enam) indikator utama,
yakni sumber daya ikan, habitat dan ekosistem,
teknik penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan
kelembagaan. Pada studi ini penilaian dilakukan
pada domain ekonomi dan sosial untuk melihat
bagaimana pengelolaan perikanan di pantai timur
Sumatra Utara berpengaruh terhadap kondisi sosial
dan perekonomian masyarakat nelayan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah sentra
nelayan, yakni Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan
Medan Belawan Kota Medan, Desa Pekan Pantai
Labu, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang, dan Desa Pekan Tanjung Beringin
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang

Bedagai dari Februari hingga April 2024.
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Jenis dan Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup data primer dan data sekunder. Data
primer berupa data observasi dan wawancara dengan
para pelaku perikanan, seperti nelayan/ABK,
pemilik kapal, dan pemerintah atau dinas terkait,
sedangkan data sekunder berupa data statistik
perikanan tangkap, peraturan, dan artikel ilmiah
terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui
observasi lapangan, wawancara dengan responden,
dan kajian pustaka. Pengumpulan data bertujuan
untuk mendapatkan informasi tentang aspek sosial
dan ekonomi masyarakat terkait dengan pengelolaan
sumber daya ikan. Aspek sosial mencakup partisipasi
masyarakat, konflik dalam bidang perikanan, dan
pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber
daya ikan. Sementara itu, aspek ekonomi mencakup
kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga, dan
kontribusi penjualan hasil perikanan.

Wawancarayangdilakukan terhadapresponden
yang berkepentingan dalam mengetahui tingkat
pemanfaatan potensi di Pantai Timur Sumatra Utara
meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatra Utara, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota
Medan, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang,
Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagei,
Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) Belawan, nelayan, tokoh masyarakat,
kepala desa dan LSM. Dalam penelitian ini, terdapat
64 responden dari nelayan, meliputi 34 nelayan
berada di Kabupaten Serdang Bedagei, 12 Nelayan
Kabupaten Deli Serdang dan 18 Orang nelayan
yang berada Kota Madya Medan, masing-masing
2 orang pegawai dari setiap OPD Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai, Deli
Serdang dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota
Medan. Wawancara dilakukan dengan nelayan yang
telah tinggal di wilayah tersebut selama minimal
5 tahun, untuk memperoleh pemahaman yang
menyeluruh tentang kondisi perikanan di wilayah
tersebut.

Metode Analisis

Prosedur analisis data melibatkan pengolahan
data lapangan, pemeriksaan kelengkapan pengisian
kuesioner oleh responden, pengecekan kesesuaian
seluruh jawaban dari responden, verifikasi relevansi
jawaban, dan penyesuaian data untuk konsistensi.
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis
menggunakan pendekatan penilaian indikator
Ecosystem  Approach  Fisheries Management
(EAFM). Tahapan analisis EAFM berdasarkan
(Adrianto et al., 2014) adalah sebagai berikut:
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1. Mengidentifikasi kriteria untuk setiap indikator
dari aspek atau domain ekonomi dan sosial
sebagaimana Tabel 2.

2. Mengkaji  keragaan masing-masing  unit
perikanan untuk setiap indikator yang diuji.

Menetapkan batasan nilai (reference point).

4. Melakukan skoring untuk setiap indikator
ke-i domain ke-j menggunakan skala Likert
berbasis skala ordinal 1, 2, 3 sesuai keragaan
pada setiap unit perikanan yang diuji.

5. Menetapkan skor dari setiap atribut EAFM
dengan skor untuk semua atribut dari semua
domain ditetapkan pada kisaran nilai 1-3.

6. Menentukan bobot berdasarkan rangking
untuk setiap indikator ke-i, domain ke-j.

7. Menentukan tingkat konektivitas atau densitas
antar domain dan indikator dengan menentukan
skor domain dari hasil cognitive mapping
keterkaitan antar indikator.

8. Menghitung nilai setiap indikator dengan
rumus Nilai Indikator = Bobot x Skor.

9. Menghitung nilai total dan nilai komposit
pada masing-masing aspek atau domain
ckonomi dan sosial dengan rumus:

Nk —i= =% 4100 woererremreeeninieneeas (1)
Cat—imax

Keterangan:

Nk-1 Nilai komposit pada aspek ke-i

Cat-i

Cat-1 max

Nilai total EAFM dari satu atribut dalam domain
Nilai maksimum dari satu atribut dalam domain

yang diperoleh saat semua atribut memiliki skor

10. Menentukan nilai komposit total dari semua
domain yang dikaji yang diperoleh dari nilai
rata-rata komposit semua domain. Hasil
analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk
model bendera (flag mode) seperti yang dijelaskan
dalam Tabel 1.

Tabel 1. Batasan Skor Nilai Domain dan Agregat.

Rentang Nilai Flag Deskripsi
.. Model
Rendah  Tinggi
1 20 Buruk dalam
menerapkan EAFM
21 40 Kurang dalam
menerapkan EAFM
41 60 Sedang dalam
menerapkan EAFM
61 80 Baik dalam
menerapkan EAFM

81 100 Baik sekali dalam
menerapkan EAFM

Sumber: Adrianto et al. (2014)
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Tabel 2. Kriteria Penilaian Domain EAFM.
No Domain Indikator Kriteria Bobot
1 Ekonomi Kepemilikan aset 1 = nilai aset berkurang (lebih dari 50%) 45
2 = nilai aset tetap (kurang dari 50%)
3 = nilai aset bertambah (di atas 20%)
Pendapatan ~ rumah  tangga 1 = kurang dari UMR 30
perikanan (RTP) 2 = sama dengan UMR
3 = lebih dari UMR
Tingkat permintaan (% hasil 1 =20% laku terjual 25
perikanan terjual) 2 = 21-50% laku terjual
3 = 51-100% laku terjual
2 Sosial Partisipasi pemangku kepentingan 1 = kurang dari 50% 40
2 =50-99%
3 =100%
Konflik perikanan 1 = lebih dari 5 kali/tahun 35
2 = 2-5 kali/tahun
3 = kurang dari 2 kali/tahun
Pemanfaatan pengetahuan lokal 1 = tidak ada 25
dalam pengelolaan sumber daya 2 = ada, tapi tidak efektif
ikan 3 = ada dan efektif digunakan
Sumber: Adrianto et al. (2014) dan Harahap et al. (2023)
Tabel 3. Jumlah Nelayan dan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022.
Jumlah Nelayan 2022 Total Total Nelayan [ Produksi Produksi
. Nelayan 2021 Perikanan Perikanan
Kabupaten/ Kota | Waktu Penuh | Sambilan 2022 (orang) | Tangkap 2022 | Tangkap 2021
(orang) (ton) (ton)
Medan 8.750 3.810 12.560 12.570 27.085 31.838
Deli Serdang 11.754 23 11.777 13.177 32.852 37.812
Serdang Bedagai 8.035 1.866 9.901 10.171 26.460 24.181

Sumber: Diolah dari Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Nelayan Pantai Timur Sumatra
Utara

Kawasan perairan yang termasuk dalam WPP
571, antara lain meliputi Kota Medan, Kabupaten
Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Jumlah nelayan
dan produksi perikanan tangkap di tiga wilayah
tersebut sebagaimana tersajii pada Tabel 3. Mayoritas
nelayan di daerah ini merupakan nelayan skala kecil
yang menggunakan kapal dengan ukuran kurang dari
5 GT. Sementara itu, alat penangkapan ikan yang
sering digunakan meliputi jaring insang (gillnets),
bubu, pukat cincin, dan rawai dasar. Penangkapan
umumnya dilakukan dalam satu hari perjalanan (one
day trip) atau sepuluh hari perjalanan dalam satu kali
trip, menyesuaikan dengan alat penangkapan dan
jenis ikan yang ditangkap. Hasil tangkapan rata-rata
bervariasi tergantung pada musim penangkapan,
dengan kisaran minimal sekitar 100 kg hingga lebih
dari 300 kg selama musim penangkapan. Namun,

selama bukan musim penangkapan, hasil tangkapan
bisa turun drastis menjadi maksimal 50 kg atau

bahkan nihil.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa
jumlah nelayan pada tahun 2022 di Kota Medan,
Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang
Bedagai mengalami penurunan dibandingkan tahun
2021. Penurunan yang paling signifikan terjadi di
Kabupaten Deli Serdang, dengan penurunan sebesar
10%. Penurunan jumlah nelayan ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu kondisi perairan,
kenaikan biaya operasional, dan persaingan
industri. Ketiga faktor ini berdampak langsung pada
pendapatan nelayan. Akibatnya, sebagian nelayan
mungkin memilih untuk mencari pekerjaan lain
karena sulitnya situasi ekonomi yang dihadapi dalam
usaha penangkapan ikan.

Kondisi perairan yang semakin buruk telah
berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.
Semua responden dalam penelitian ini menyatakan
bahwa kondisi perairan semakin memburuk dan
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terjadi pendangkalan yang menyebabkan volume
hasil tangkapan menurun dalam 5 tahun terakhir.
Sebanyak 89% peserta penelitian menyatakan bahwa
jarak ke wilayah penangkapan semakin meningkat.
Hal ini mengakibatkan nelayan harus melakukan
penangkapan ikan dengan berpindah-pindah lokasi.
Sebanyak 73% nelayan melakukan penangkapan
ikan dalam jarak 1 hingga 15 mil, sementara 27%
sisanya melakukan penangkapan ikan dengan
jarak lebih dari 15 mil. Di samping melakukan
penangkapan di daerah yang berpindah-pindah,
34% nelayan juga mengubah alat tangkap mereka
sesuai dengan musim penangkapan. Tindakan ini
dilakukan agar mereka dapat menjaga kelangsungan
usaha penangkapan ikan dan tetap memperoleh
pendapatan.

Biaya operasional yang meningkat akibat
kenaikan BBM juga menyebabkan penurunan
terhadap pendapatan nelayan. Meskipun pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan BBM bersubsidi bagi
nelayan, hal ini belum menyentuh nelayan secara
merata. Susahnya pengurusan rekomendasi untuk
memperoleh subsidi dan kuota BBM yang tidak
sesuai dengan kebutuhan nelayan menjadi salah
satu masalah utama yang dihadapi. Persaingan
dari industri besar juga memiliki dampak terhadap
kelangsungan usaha penangkapan nelayan kecil
maupun tradisional. Para nelayan ini harus bersaing
dengan  perusahaan-perusahaan  besar  dalam
menangkap ikan. Terkadang, armada penangkapan
ikan milik perusahaan-perusahaan besar tersebut
juga melakukan penangkapan di wilayah area

Tabel 4. Analisis Komposit Domain Sosial.

tempat nelayan kecil dan tradisional melakukan
penangkapan ikan. Akibatnya, semua ikan ditangkap
oleh perusahaan besar, sedangkan nelayan kecil
tidak mendapat bagian yang cukup. Situasi ini
diperburuk dengan maraknya pengoperasian alat
penangkapan ikan yang dilarang, seperti trawl dan
tank kerang. Penggunaan alat penangkapan ikan ini
mengeksploitasi sumber daya ikan dari berbagai jenis
dan ukuran, sekaligus merusak lingkungan perairan
yang pada gilirannya menganggu ekosistem dan
keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Status Pengelolaan Perikanan Domain Sosial dan
Ekonomi

Kondisi sosial dinilai berdasarkan 3 (tiga)
indikator, yakni partisipasi pemangku kepentingan,
konflik perikanan dan pemanfaatan pengetahuan
lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
Perhitungan analisis komposit untuk domain
sosial diperoleh nilai 55,55 yang termasuk dalam
kategori sedang untuk penerapan EAFM. Hal ini
sedikit berbeda dari penelitian Damanik ez al. (2016)
yang menemukan bahwa domain sosial di perairan
WPP 571 berada pada kategori baik. Hal yang
membedakan adalah frekuensi konflik perikanan
yang saat ini semakin meningkat dan rendahnya
serta kurang efektifnya penggunaan pengetahuan
lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di
tiga lokasi penelitian. Analisis komposit domain

sosial secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Partisipasi stakeholder memiliki tujuan guna
mengukur aktifatau tidaknya pemangku kepentingan

Domain Indikator Keterangan Skor Bobot Nilai Komposit
Sosial Partisipasi Partisipasi pemangku kepentingan 2 40 80 66,67
pemangku seperti  penyelesaian  konflik,
kepentingan pengawasan dan penyuluhan yang
dilakukan pemerintah
Konflik perikanan  Jumlah konflik yang terjadi 1 35 35 33,33
khususnya antara nelayan kecil
dengan nelayan besar, atau nelayan
lokal dengan nelayan dari daerah
lain dengan frekuensi lebih dari 5
kali dalam setahun
Pemanfaatan Pengetahuan ekologi tradisional 2 25 50 66,67
pengetahuan lokal ada tetapi kurang efektif karena
dalam pengelolaan kondisi iklim dan perairan yang
sumber daya ikan  berubah-ubah serta persaingan
penangkapan ikan
Jumlah Domain Sosial 5 100 165 55,55

Sumber: Data Primer Diolah, 2024
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dalam menjalankan peran dan kegiatan pengelolaan
perikanan. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa
partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sumber
daya perikanan pada tiga lokasi ini, cukup baik dengan
nilai indikator partisipasi pemangku kepentingan
sebesar  66,67. Bentuk keterlibatan pemangku
kepentingan yang dilakukan antara lain, melakukan
pengawasan Bersama dengan melibatkan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara,
Polairud dan Lantamal, pembinaan dan sosialisasi
terhadap nelayan oleh penyuluh dari pemerintah
daerah, pemberian bantuan asuransi nelayan oleh
pemerintah daerah, dan adanya peran aktif asosiasi
atau organisasi nelayan dalam menyampaikan
aspirasi terkait pengelolaan perikanan.

Indikator konflik perikanan bertujuan untuk
mengidentifikasi pertentangan atau konflik antar
nelayan yang disebabkan karena adanya perebutan
daerah untuk penangkapan dan adanya konflik
kepentingan dalam penggunaan alat penangkapan
ikan. Indikator konflik perikanan bernilai 33,33
yang artinya frekuensi konflik yang terjadi tinggi.
Pada ketiga lokasi ini sering terjadi konflik antara
nelayan  kecil dengan perusahaan perikanan
dalam penggunaan jalur penangkapan. Armada
penangkapan ikan dari perusahaan perikanan
sering melakukan penangkapan ikan di jalur
penangkapan untuk nelayan kecil sehingga terjadi
persaingan dalam memperoleh hasil tangkapan.
Selain itu, konflik perikanan juga terjadi dengan
nelayan pengguna alat penangkapan ikan terlarang
seperti trawl dan tank kerang. Tingkat terjadinya
konflik yang tinggi menjadi indikasi bahwa Upaya
pengelolaan perikanan yang ada masih kurang
baik, terutama terkait upaya pengawasan maupun
penegakan hukum.

Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam
pengelolaan sumberdaya ikan adalah indikator

p-ISSN: 2088-8449
¢-ISSN: 2527-4805

dan seberapa efektifnya dalam upaya pengelolaan
sumberdaya ikan (Budiarto e al., 2015). Efektivitas
penerapan pengetahuan lokal dalam kegiatan
pengelolaan sumberdaya ikan menentukan tingkat
keberhasilannya. Pengetahuan lokal nelayan di tiga
lokasi tersebut sudah ada, khususnya terkait daerah
penangkapan saat musim ikan tertentu, namun
pengetahuan ini belum efektif digunakan karena
cuaca dan kondisi perairan yang dinamis serta
persaingan penangkapan ikan yang mendorong
nelayan untuk memaksa penangkapan ikan daripada
tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali.
Nilai komposit untuk pengetahuan lokal sebesar
66,67 dalam kategori baik.

Kondisi ekonomi dinilai berdasarkan 3
(tiga) indikator kunci, yakni kepemilikan aset,
pendapatan rumah tangga perikanan (RTP),
dan tingkat permintaan yang menilai persentase
penjualan hasil tangkapan. Secara keseluruhan
domain ekonomi diperoleh nilai bobot kategori
baik dalam menerapkan EAFM dengan jumlah nilai
sebesar 66,67, sebagaimana yang tertera pada Tabel
5. Indikator kepemilikan aset adalah perbandingan
antara jumlah aset produktif yang dimiliki oleh
rumah tangga nelayan pada saat ini dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Aset produktif ini
mencakup semua aset yang digunakan dalam
kegiatan penangkapan. Pengukuran indicator ini
bertujuan untuk menilai kemampuan rumah tangga
nelayan dalam meningkatkan aktivitas ekonominya
(Budiarto er al, 2015). Nilai indikator kepemilikan
aset yang diperoleh dari tiga lokasi penelitian adalah
66,67, yang berarti tidak ada penambahan aset
selama dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan.
Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh
nelayan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
dasar sehari-hari, biaya operasional melaut dan biaya
perawatan aset produktif sehingga tidak mencukupi

dari sejauh mana pengetahuan lokal digunakan untuk  meningkatkan  jumlah aset  produktif
Tabel. 5 Analisis Komposit Domain Ekonomi.
Domain Indikator Keterangan Skor Bobot Nilai Komposit
Ekonomi  Kepemilikan Aset  Aset produktf nelayan tidak 2 45 90 66,67
bertambah ataupun berkurang
(aset tetap)
Pendapatan rumah Pendapatan rata-rata nelayan per 1 30 30 33,33
tangga perikanan  bulan dalam 1 tahun kurang dari
(RTP) UMR
Tingkat 90% hasil tangkapan laku terjual 3 25 75 100,00
permintaan (% dan diambil oleh pengepul, dijual
hasil perikanan langsung ke konsumen, atau ke
terjual) TPI
Jumlah Domain Ekonomi 6 100 195 66,67

Sumber: Data Primer Diolah, 2024
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yang mereka miliki. Hal ini mengidentifikasikan
bahwa meskipun mereka mungkin bisa bertahan
hidup dengan pendapatan yang diperoleh, mereka
kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk
mengembangkan usaha mereka lebih lanjut atau
memperluas aset produktif mereka. Rata-rata jenis
aset produktif yang dimiliki oleh nelayan antara
lain, perahu, mesin, dan alat penangkapan ikan.

Indikator ~ pendapatan  rumah  tangga
perikanan (RTP) adalah total pendapatan yang
diterima oleh rumah tangga nelayan yang dinilai
menggunakan standar upah minimum regional
(UMR). Pendapatan RTP di tiga lokasi mendapat
nilai 33,33 pada kategori kurang karena pendapatan
RTP masih dibawa UMR. Pendapatan yang
diperoleh nelayan dari usaha penangkapan ikan
tidak menentu, tergantung musim. Ketika musim
penangkapan ikan yang umumnya berlangsung
dari bulan November hingga Februari, nelayan
dapat memperoleh penghasilan tinggi. Namun, saat
musim paceklik yang terjadi di bulan Maret hingga
Oktober, pendapatan nelayan bisa menurun hingga
30%. Penghitungan pendapatan nelayan berdasarkan
rata-rata pengasilan hasil tangkapan pada musim
tangkap dengan rerata sebesar Rp 6.000.000
per bulan selama 5 bulan mulai Oktober hingga
Februari dan penghasilan tangkapan bukan pada
musim tangkap dengan rerata sebesar Rp 2.000.000
per bulan selama 7 bulan pada bulan Maret hingga
September, sehingga bila dikonversikan selama
satu tahun maka pendapatan nelayan sebesar Rp
3.666.600 per bulan dan berada dibawah standar
Upah Minimum Regional (UMR), yakni sebesar Rp
3.769.082. Selain itu, pendapatan RTP yang rendah
juga disebabkan kurangnya mata pencaharian
alternatif bagi nelayan. Dari hasil penelitian, hanya
53% nelayan yang memiliki sumber pendapatan
lain, seperti berdagang, bertani, ojek, dan membuka
jasa perbaikan mesin atau alat penangkapan ikan.

Indikator tingkat permintaan dilakukan
dengan mengukur persentase hasil tangkapan
yang terjual. Angka indikator ini mencapai 100,
menandakan kategori yang sangat baik. Sekitar
90% hasil tangkapan nelayan berhasil dijual melalui
berbagai saluran seperti pengepul atau tengkulak,
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), atau langsung
kepada konsumen. Sementara sisanya, hasil
tangkapan diolah untuk keperluan konsumsi sendiri
atau dijual. Namun, tingkat permintaan yang tinggi
tidak menjamin bahwa kebutuhan nelayan akan
terpenuhi. Meskipun tingkat permintaan tinggi
adalah hal yang positif, hal ini tidak menjamin bahwa
pendapatan yang diperoleh nelayan dapat memenuhi
kebutuhan nelayan sepenuhnya. Tingkat permintaan
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yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat peluang
pasar yang luas untuk menampung hasil tangkapan
yang diperoleh. Namun, penting untuk diingat
bahwa faktor suplai atau jumlah hasil tangkapan
juga sangat berpengaruh terhadap total pendapatan
yang diperoleh. Dengan kata lain, meskipun ada
permintaan yang tinggi, jika suplai hasil tangkapan
rendah, pendapatan nelayan tetap bisa terbatas.

Hasil tersebut juga mengindikasikan
bahwa ada beberapa tantangan dan potensi
perbaikan yang perlu diperhatikan dalam upaya
untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi
terkait dengan pengelolaan perikanan di wilayah
tersebut. Implementasi kebijakan yang lebih efektif,
pemberdayaan masyarakat nelayan, perbaikan
infrastruktur, atau pendekatan yang lebih inklusif
dalam proses pengambilan keputusan terkait
perikanan mungkin diperlukan sebagai upaya

perbaikan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASIKEBIJAKAN

Simpulan

Secara keseluruhan, kondisi nelayan di Pantai
Timur Sumatra Utara menurut domain sosial
berada pada kategori sedang. Dari tiga indikator
yang digunakan untuk penilaian, dua indikator
menunjukkan hasil yang baik, yakni indikator
partisipasi pemangku kepentingan dan pemanfaatan
pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya
ikan. Namun, satu indikator yang perlu menjadi
fokus perbaikan, yakni indikator konflik perikanan
yang frekuensinya cukup tinggi, yakni lebih dari
lima kali dalam setahun. Sementara itu, kondisi
domain ekonomi secara keseluruhan tergolong baik.
Tiga indikator yang dinilai dalam domain ekonomi,
indikator kepemilikan aset dan tingkat permintaan
menunjukkan hasil yang positif. Namun, indikator
pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) masih
perlu ditingkatkan, karena pendapatan rumah
tangga perikanan nelayan masih di bawah standar

UMR.

Rekomendasi Kebijakan
Upaya perbaikan untuk indikator konflik

perikanan dapat diupayakan dengan meningkatkan
pengawasan perairan termasuk penegakan hukum
bagi pengguna alat penangkapan ikan yang dilarang
dan kapal yang melanggar jalur, serta peningkatan
peran  aktif pokmaswas. Sedangkan  upaya
peningkatan pendapatan rumah tangga perikanan
(RTP) dapat dilakukan dengan pembinaan dan
pelatihan mata pencaharian alternatif sebagai
sumber pendapatan tambahan, sosialisasi dan
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fasilitasi permodalan melalui koperasi perikanan.
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